WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR = TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi,
kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan,
rekam jejak jabatan, dan integritas serta
persyaratan lain yang dibutuhkan untuk
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014, maka perlu dilakukan pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara seleksi
terbuka dan kompetitif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan
tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama secara terbuka di Lingkungan Pemerintah
Kota Banjarbaru dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I
Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

ny 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

: Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahhun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil Dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Ndomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5258);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan
Instansi Pemerintah;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pengawai Negeri
Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaiamana telah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan
Struktural;

12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil;

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksana
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil;

14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 18 Tahun
2012 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan
Pendidikan Pelatihan Kota Banjarbaru (Berita
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 18);
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| “Dalameraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
i Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.
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. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara

kompetensi yang dimiliki seseorang pegawai dengan kompetensi yang
dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses
pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.

. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan

berkas kepegawaian dan/ atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan
untuk suatu jabatan.

. Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat calon

adalah PNS yang mendaftar dan mengikuti seleksi untuk mengisi lowongan
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

.Standar Kompetensi Manajerial merupakan persyaratan kompetensi

manajerial minimal harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan
tugas jabatan.

.Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi

karakteristik seorang PNS dengan merujuk pada kriteria efektif dan/ atau
kinerja unggulan untuk sutau jabatan tertentu.

.Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi

kemampuan dan/ atau keterampilan seorang PNS yang berkaitan dengan
pengetahuan mengenai substansi tugas dan fungsi jabatan SKPD.

. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama
adalah jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kota Banjarbaru yang
setara dengan jabatan struktural eselon II.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah penyelenggara
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mandiri dan bebas
dari intervensi politik yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Tim Penilai Kompetensi adalah Tim independen dan memiliki pengalaman
dalam membantu seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Kota adalah Kota Banjarbaru.

Walikota adalah Walikota Banjarbaru.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
Peme:‘i‘ntah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.

Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan yang disingkat BKD
Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota
Banjarbaru.
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